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i ‘ForBALIaug u!
Bali untuk menghentikan

~ upaya-upaya yang memulus-
kan rencana me Teluk

mengatakan, al{ax turun ke
jalan ini sekaligus memperin-
Salah satunya, hentikan - gati Hari Puputan Margarans
upaya perubahan Perda No.16 ‘dan Hari Anak Internasional.
Tahun 2009 tentang RTRWP  Bila pejuang dalam Puputa
Bah, ujar Koordinator Di- Margarana melawan kera
visi Politik ForBALI, Suriadi 5 BA
Darmoko. Ia menegaskan, penguasa
rencana reklamasi tidak saja dan pengusaha Upaya ini
akan merusak hngkungan sekaligus memperjuangkan
di kawasan Teluk Benoa. kelangsungan alam untuk
Tetapi juga di Lombok Barat anak di masa mendatang
dan Lombok Timur sebagai  “Jadi semangat nasional-
lokasl rencana penyedotan isme tidak cukup hanya men-
i, pasiryang akan  gibarkan bendera Putih
d;kemk berjumlah sekitar 70  tetapiadalah me agasel h
juta meterkubik atau setara sumber daya alam bangsa ini
dengan 23 juta truk pasir. supaya tidak dimiliki oleh
“Kami sudah dengar lang- segelintir elite, tir ko
sung dari nelayan bahwa di porasi yang justru akan mem-
lokasi penyedotan pasir di  buat cita-cita dari konstitusi
Lombok Timur itu fishing pasal 33 itu menjadi terdis
ground atau daerah tangka- torsi,” ujarnya.
pan ikan. Mata pencaharian - Gendo pun mengkritisi
nelayan akan hilang karena upaya revisi Perda RTRWP
rusaknya wilayah tangkapan Bali oleh dewan. Menurutnya
mereka. Jadi reklamasi ini upaya revisi tida pernah da-
tidak saja mengancam Bali, lam rangka membangun pals
téetapi juga Indonesia,” tegas  ruang dan struktur ang
uriadi. s i

Dikatakannya, ngototnya diupayakan untuk menJ di
upaya reklamasi sesungguh-  alat legitimasi bagi korporas,
nya adalah bentuk kegagalpa- _ modal, dan proyek semata.
haman terhadap masalah Apalagi upaya merevisi kali
di Teluk Benoa. Jika telﬂ::? ini justru dlkal:ll:an dengan
pendangkalan di sana, sehar-  Perpres No.51 Tahun 2014,
usnya dilakukan pendalaman. “Saya pikir ini hanya bagian
Bukan malah pengurukan dari melegitimasi kepentings
yang justru akan menyebab- korporasi dan selalu begit
kan pendangkalan permanen sehingga kepentingan ruang
di Teluk Benoa. “Teluk Benoa  untuk publik, untuk raky
harus dikembalikan men- tidak pernah merijach priori
jadi kawasan konservasi dan tas. Tetapi hanya enjadi j
dikelola dengan cara-cara gonsaja. Ke gan sesung-
yang selaras dengan prinsip guhnya adalah kepentinga
konservasi, sehingga kelak modaldan menghindarkan
Teluk Benoa benar-benar jabat berwenang dari tuntu
akan menjadi masa depan pidana ketika dia melangg
peradaban Indonesia,” jelas rencana tata ruang. Jadi ini
Suriadi. bagian dari pemutihan

Koordinator ForBALI garan tata ruang,” tegasn
Wayan “Gendo” Suardana (kmb32)
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Mangupura (Bali Post) -

Rancangan Anﬁaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD)

bupaten Badung 2016, kembali

menuai protes dari kalangan wakil rakyat di DPRD
Badung. Pasalnya, dalam rancangan tersebut terjadi
peningkatan belanja pegawai hingga Rp 165 miliar
lebih, sementara kebutuhan rakyat lainnya dial i-
kan minim. Dewan pun menuding belanja pégawai

tersebut jor-joran.

. Pejabat Bupati Badung
Harry Yudha Saka dalam
Rapat Paripurna DPRD Ba-
dung, Jumat (20/11) kemarin
memaparkan, belanja pe-
gawai 2016 dirancang Rp
1,28 triliun lebih. Jumlah
ini naik sekitar 14,8 persen
dibandingkan APBD Induk
2015 yang tercatat Rp 1,117
triliun. Kenaikannya menca-
pai Rp 165,4 miliar. -
Anggota Komisi III DPRD
Badung Made Sumertha
usai rapat mengatakan,
dibandingkan dengan aloka-
si untuk sektor publik atau
kebutuhan rakyat, kenaikan
belanja pegawai sangat fan-

tastis. “Karena itu, RAPBD
ini sangat tidak pro-rakyat,”
tegasnya."

‘Adanya kenaikan belanja
pegawai yang sangat fantas-
tis tersebut, Sumerta men-
gaku akan mengkaji kembali.
Apakah kenaikan ini diper-
lukan, selanjutnya break
down-nya seperti apa? Dia
cenderung merasionalisasi
kenaikan belanja pegawai
tersebut. Hasil rasionalisasi
ini nantinya dialokasikan
untuk program-program
yang memang dibutuhkan
masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Per-
juangan ini juga menilai

ketimpangan anggaran juga
terjadi di sektor lainnya. Mis-
alnya dukungan untuk usaha
ekonomi produktif (UEP)
yvang hanya memperoleh
alokasi Rp 4,5 miliar untuk
600 rumah tangga sasaran.
Jadi, tiap RTS memperoleh
hanya Rp 7,5 juta. “Dalam
kerangka meningkatkan
ekonomi keluarga, stimulus
bagi UEP harusnya bisa dit-
ingkatkan. Dana Rp 7,5 juta
ini hanya cukup untuk sewa
tempat,” katanya.
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Melonjak' Drastis hingga Rp 165 Miliar Lebih
Dewan Tuding pelanj a
Pegawai Jor-joran

akan diproduksi maupun
diperdagangkan, katanya,
belum ada. “Badung ber-
peluang membantu UEP
hingga Rp 10 juta per RTS,”
tegasnya.

Demiﬂian juga untuk
santunan kematian. Pada
RAPBD 2016, Badung mer-
ancang santunan kematian
hanya Rp 5 miliar untuk
2.000 orang. Jadi, santu-
anan kematian hanya Rp 2,5
juta per orang. Menurutnya,

dana ini jelas tidak cukup,
walau hanya untuk upakara
atau banten. “Kami menilai

*dtung lal{ak memberikan
s nan kematian hingga
Rp 5%!,& Dengan begitu, ke-
Iuarga korban (terutama tak
mampu) tak lagi terbebani,”
ungkapnya.

Dimintai konfirmasi
terkait kenaikan belanja
pegawai ini, Penjabat Bu-
pati Baduf,\g Nyoman Yudha

Seme?ara komoditi yang

‘Saka mengatakan, kenaikan

belanja tidak langsung bagi
pegawai ini untuk kegia-
tan bagi pegawai pemer-
intah dengan perjanjian
kerja (PPPK). Kenaikan ini
berkaitan dengan’ kinerja
pegawai. “Kami harapkan
peningkatan PAD juga diim-
bangi dengan peningkatan
penghasilan pegawai. Itu
sudah sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan,”
terangnya seraya menyebut-
kan, besaran angka tersebut
sudah sesuai anjuran pihak
KPK. (kmb27) s
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Susun Lakip

Gianyar (Bali Postj -

Laporan Kinerja In-.

stansi Pemerintah (Lakip)
merupakan laporan kin-
erja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kin-
erja setiap instansi dalam
mencapai tujuan strategis
instansi. Lakip telah diwa-
jibkan mulai tahun 2000
sesuai amanat Inpres No-
mor 7 Tahun 1999. Namun
sampai saat ini masih ter-
dapat sejumlah kekuran-
gan dalam penyampaian
laporan tersebut. Hal
tersebut terungkap dalam
pertemuan antara jajaran
Pemkot Gianyar dengan
Pemkot Yogyakarta di Kan-
tor Bupati Gianyar, Jumat
(20/11) kemarin.

- Menurut Asisten Pemer-
intahan Pemkot Yogyakarta
H. Ahmad Fadli, perha-
tian pihaknya terhadap

akuntabilitas kinerja
ini sangat penting.
Pasalnya, hal tersebut
menjadi salah satu
upaya dalam rangka
mewujudkan instansi
yang akuntabel.

“Akuntabilitas
kinerja haruslah di-
wujudkan, sehingga
SKPD tidak hanya
membelanjakan dana
APBD, namun lebih
kepada penguatan
dan peningkatan ki-
nerja. Dengan begitu,
anggaran berbasis
kinerja yang lebih
baik bisa terwujud,”
katanya.

Hal ini pula yang
mendasari kunjun-
gan pihaknya ke Gi-
anyar yakni untuk
Lakip, perencanaan
dan evaluasi pem-
bangunan. Bahkan
saking pentingnya
pemahaman tentang
penyampaian Lakip,
jumlah rombongan
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Pemkot Yogyakarta ya

datang ke Kabupaten éllg
anyar pun tergolong cukup
banyak yakni 36 orang.
“Mereka merupa per-

wakilan dari seluruh/SKPD

hingga kecamatan di Kota
Yogyakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, iEepaJa
Inspektorat Kabupaten Gi-
anyar | Made Juanda men-
gatakas
laporan kinerja t

yang berisi perta ng-

ahunan
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kendala yang dihadapi.

‘Maka dari itu, pihaknya

berharap ada kesamaan
pemahaman dalam penye-
lesaian alahan yang
‘dihadapi. ]
Let:hlh la‘njmeiaakan-
nya, tahunini pertama
kalinya Kabupaten Gian-
yvar meraih predikat WTP
(wajar tanpa pengecualian)
atas Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD),

yang sebelumnya hanya

jawaban kinerja setiap

instansi dalam mencapai
tujuan strategis ingtansi.
Tujuannya untuk tercip-
tanya kinerja yang optimal
dan pertanggungjawaban
dalam pengelolaan APBD
di setiap SKPD. :

Dalam penyusunan atau
pelaporan Lakip, atau-
pun laporan keuangan di
daerah, dipastikan ada

meraih opini Wajar den-
gan Pengecualian (WDP).
Predikat tersebut diraih
atas dasar kerja keras se-
mua pihak atau SKPD
sehingga laporan keuangan
Kabupaten Gianyar bisa
naik kelas. Peningkatan
ini merupakan indikator
untuk mewujudkan asas
kepemerintahan yang baik.
(kmb25)




